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Selain itu, pada pasal 1 ayat 13 dinyatakan bahwa Prinsip Syariah adalah :


“ Prinsip syariah adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain untuk penyimpanan dan/atau pembiayaan kegiatan usaha lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (ijarah) atau dengan pilihan pemindah kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (ijarah wa iqtiqna),”
2.1.2 Karakteristik Bank Syariah


Bank syariah lahir sebagai salah satu solusi alternatif terhadap persoalan pertentangan antara bunga bank dengan riba. Dasar tersebut mengharuskan kepatuhan syariah sebagai dasar bagi semua aspek kehidupan dengan tujuan mendapat ridha Allah SWT. Kegiatan bank syariah merupakan implementasi dari prinsip ekonomi Islam dengan karakteristik, antara lain sebagai berikut :
1. Pelarangan riba dalam berbagai bentuknya;

2. Tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (time-value of money);

3. Konsep uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas;

4. Tidak diperkenankan melakukan kegiatan yang bersifat spekulatif;

5. Tidak diperkenankan menggunakan dua harga untuk satu barang;

6. Tidak diperkenankan dua transaksi dalam satu akad
2.1.3 Perbedaan Bank Syariah dengan Bank Konvensional


Bank Syariah dan Bank Konvensional mempunyai beberapa perbedaan diantaranya, dalam segi kegiatan serta perbedaan dalam pemberian imbalan yang berupa bunga pada bank konvensional dan bagi hasil pada Bank Syariah :
Tabel 2.1

Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

	Bank Syariah
	Bank Konvensional 

	1. Melakukan investasi-investasi yang halal saja.
	1. Investasi yang halal dan haram

	2. Berdasarkan bagi hasil, jual-beli,sewa.
	2. Memakai perangkat bunga.

	3. Profit dan falah *) oriented.
	3. Profit oriented.

	4. Hubungan dengan nasabah dalam bentuk kemitraan.
	4. Hubungan kreditur –debitur.

	5. Penghimpun dan penyaluran dana harus sesuai dengan fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional – MUI. 
	5. Tidak ada dewan pengawas.


*) Falah berarti mencari kemakmuran di dunia dan kebahagiaan di akhirat
Sumber : Modul Pelatihan Mekanisme Bank Syariah, LPK KOPMA Unpad, 2004 
Tabel 2.2

Perbedaan Bunga dan Bagi Hasil

	BUNGA
	BAGI HASIL

	1. Penentuan bunga dengan asumsi harus selalu untung.
	1. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dengan pedoman pada kemungkinan untung – rugi. 

	2. Besarnya % (persen) berdasarkan jumlah uang yang dipinjamkan.
	2. Besarnya rasio bagi hasil berdasarkan jumlah keuntungan.

	3. Pembayaran bunga tetap tanpa pertimbangan apakah proyek untung atau rugi.
	3. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan (bisa untung atau rugi).

	4. Jumlah pembayaran bunga tidak terpengaruh oleh peningkatan atau penurunan jumlah pendapatan.
	4.Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.

	5. Eksistensi bunga diragukan oleh semua agama, termasuk Islam.
	5. Tidak ada yang meragukan keasahan bagi hasil.


Sumber : Modul Pelatihan Mekanisme Bank Syariah, LPK KOPMA Unpad, 2004
2.1.4 Laporan Keuangan Bank Syariah

Laporan keuangan merupakan produk akhir suatu proses akuntansi. Laporan keuangan inilah yang menjadi sumber informasi bagi para pemakainya sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam proses pengambilan keputusan.

Dalam Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Bank Syariah dan berdasarkan PSAK No. 59, sesuai karakteristiknya maka laporan keuangan Bank Syariah meliputi :

1. Laporan keuangan yang mencerminkan kegiatan Bank Syariah sebagai investor beserta hak dan kewajibannya, yang dilaporkan dalam :

(a) Laporan Posisi Keuangan (Neraca);

(b) Laporan Laba Rugi;

(c) Laporan Arus Kas;

(d) Laporan Perubahan Ekuitas.

2. Laporan keuangan yang mencerminkan perubahan dalam investasi terikat yang dikelola oleh Bank Syariah untuk kemanfaatan pihak-pihak lain berdsarkan akad mudharabah atau agen investasi yang dilaporkan dalam laporan perubahan dana investasi terikat.

3. Laporan keuangan yang mencerminkan peran Bank Syariah sebagai pemegang amanah dana kegiatan sosial yang dikelola secara terpisah, yang dilaporkan dalam :

(a) Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah;

(b) Laporan sumber dan penggunaan Qadhul hasan.
2.1.5 Produk  Bank Syariah

Menurut Suhrawardi K. Lubis (2000:64) mengklasifikasikan produk Bank Syariah kepada pengerahan dana masyrakat dan penyaluran dana kepada masyarakat. 
 2.1.5.1 Produk Pengerahan Dana Masyarakat

Dalam bidang pengerahan dana masyarakat, Bank Syariah dapat mengarahkannya dalam berbagai bentuk, antara lain : simpanan wadiah, fasilitas tabungan, dan deposito berjangka.
1. Simpanan Amanah

Disebut dengan simpanan amanah, sebab dalam hal bank menerima titipan amanah (trustee account) dari nasabah. Disebut dengan titipan amanah karena bentuk perjanjian adalah wadiah yaitu titipan yang tidak menanggung risiko. Namun demikian, bank akan memberikan bonus dari bagi hasil keuntungan yang diperoleh bank melalui pembiayaan kepada para nasabahnya.

2. Tabungan Wadiah
Dalam tabungan ini bank menerima tabungan (saving account) dari nasabah dalam bentuk tabungan bebas. Sedangkan akad yang diikat oleh bank dengan nasabah dalam bentuk wadiah. Titipan nasabah tersebut tidak menanggung risiko kerugian, dan bank memberikan bonus kepada nasabah. Bonus itu diperoleh bank dari bagi hasil pembiayaan kredit kepada nasabah lainnya.

Bonus tabungan wadiah itu dapat diperhitungkan secara harian dan dibayarkan kepada nasabah pada setiap bulannya.

Berdasarkan jenisnya wadiah terdiri dari :

a. 
Wadiah Amanah, adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima tidak diperkenankan menggunakan barang atau uang yang dititipkan dan tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan barang titipan yang bukan diakibatkan kelalaian penerima titipan.

b.
Wadiah Yadhamanah, adalah akad penitipan barang atau uang dimana pihak penerima titipan dengan atau tanpa ijin pemilik barang atau uang dapat memanfaatkan barang atau uang dan harus bertanggung jawab terhadap kehilangan atau kerusakan barang atau titipan. Semua manfaat dan keuntungan yang diperoleh dalam penggunaan barang atau uang tersebut menjadi penerima titipan.
3. Deposito Wadiah/Mudharabah
Dalam produk ini bank menerima deposito berjangka (time and investment account) dari nasabahnya. Akad yang dilakukan dapat berbentuk wadiah dan dapat pula berbentuk mudharabah. Lazimnya, jangka waktu deposito itu adalah 1, 3, 6, 12 bulan dan seterusnya sebagai bentuk penyertaan modal (sementara). Maka, nasabah/deposan mendapat bonus keuntungan dari bagi hasil yang diperoleh bank dari pembiayaan/ kredit yang dilakukannya kepada nasabah-nasabah lainnya.
Tabel 2.3

Skema Prinsip Titipan Al Wadiah
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Sumber : Modul Pelatihan Mekanisme Bank Syariah, LPK KOPMA Unpad, 2004
2.5.1.2 Penyaluran Dana Kepada Masyarakat


Dalam bidang penyaluran dana kepada masyarakat BPR Syariah dapat mengeluarkan produk-produknya dalam bentuk antara lain sebagai berikut.

1. Pembiayaan Mudharabah


Dalam pembiayaan mudharabah bank mengadakan akad dengan nasabah (pengusaha). Bank menyediakan pembiayaan modal usaha bagi proyek yang dikelola oleh pengusaha. Keuntungan yang diperoleh akan dibagi (perjanjian bagi hasil) sesuai dengan kesepakatan yang telah diikat oleh bank dan pengusaha tersebut.

Secara umum Mudharabah dibagi menjadi dua yaitu :

a. Mudharabah Muthlaqah

Mudharib diberi kekuasaan penuh untuk mengelola modal. Mudharib tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.
b. Mudharabah Muqayyadah

Shahibul maal menetapkan syarat tertentu yang harus dipenuhi mudharib baik mengenai tempat, tujuan maupun jenis usaha. Dalam skim ini mudharib tidak diperkenankan untuk mencampurkannya dengan modal atau dana lain. 
Tabel 2.4
Skema Mudharabah









Sumber : Modul Pelatihan Mekanisme Bank Syariah, LPK KOPMA Unpad, 2004
2. Pembiayaan Musyarakah

Dalam pembiayaan musyarakah ini bank dengan pengusaha mengadakan perjanjian. Bank dan pengusaha berjanji bersama-sama membiayai suatu proyek/usaha yang juga dikelola secara bersama-sama. Kauntungan yang diperoleh dari usaha tersebut akan dibagi sesuai dengan penyertaan masing-masing pihak.
Tabel 2.5
Skema Musyarakah



 


Sumber : Modul Pelatihan Mekanisme Bank Syariah, LPK KOPMA Unpad, 2004
3. Pembiayaan Bai’u Bithaman Ajil


Dalam bentuk pembiayaan, bank mengikat perjanjian dengan nasabah. Bank menyediakan dana untuk pembelian suatu barang/aset yang dibutuhkan oleh nasabah guna mendukung usaha atau proyek yang sedang diusahakannya.


Fasilitas pengerahan dana tersebut, juga dapat dipergunakan untuk menitipkan sedekah, infak, zakat, tabungan haji, tabungan kurban, tabungan akikah, tabungan keperluan pendidikan, tabungan pemilikan kendaraan, tabungan pemilikan rumah, bahkan dapat juga dijadikan sebagai sarana penitipan dana-dana masjid, dana pesantren, dan yayasan.

a. Bai’ Al Murabahah (Deferred payment Sale)



Bai’ Al Murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Penjual memberitahukan harga produk yang dibeli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Bai’ Al Murabahah dilakukan untuk pembelian secara pemesanaan kepada pemesan pembelian yang dapat dibayar secara angsuran. Murabahah umumnya dapat diterapkan pada produk pembiayaan untuk pembelian barang-barang investasi.
Tabel 2.6

Skema Murabahah
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Sumber : Modul Pelatihan Mekanisme Bank Syariah, LPK KOPMA Unpad, 2004
b. Bai’as Salam (in-front Payment Sale)

Bai’ as Salam adalah pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari sementara pembayaran dilakukan di muka. Bai’ as Salam berbeda dengan ijon karena dalam Bai’as Salam spesifikasi barang yang akan dijual belikan harus diketahui jenis, kualitas dan jumlahnya.
Tabel 2.7

Skema Bai’ as Salam
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Sumber : Modul Pelatihan Mekanisme Bank Syariah, LPK KOPMA Unpad, 2004
c. Bai’ al Istishna (Purchase by Order or Manufacture)

Bai’ al Istishna merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang melalui pemesanan. Kedua belah pihak bersepakat atas harga dan sistem pembayaran. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan, atau ditangguhkan sampai waktu yang akan datang.
4. Sewa (Operation Lease and Financial Lease)

a. Ijarah (Operasional Lease)

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang/jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan (ownership) barang tersebut.
b. Ijarah al Muntahia Bittamlik(Financial Lease with Purchase Option)

Ijarah al Muntahia Bittamlik ( IMB) adalah perpaduan antara kontrak jual beli dan sewa. IMB diawali dengan akad sewa diakhiri perpindahan kepemilikan barang ke tangan penyewa.
Tabel 2.8

Skema Ijarah
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Sumber : Modul Pelatihan Mekanisme Bank Syariah, LPK KOPMA Unpad, 2004
5. Jasa (Fee Based Services)

a. Ar Rahn (Mortgage)
Ar Rahn adalah menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima. Barang yang dijaminkan harus mempunyai nilai ekonomis yang dalam perbankan sering disebut jaminan hutang atau gadai.

b. Al Qardh (Soft and Benevolent Loan)

Al Qardh adalah pemberian harta kepada orang lain yang dapat ditagih kembali tanpa mengharapkan imbalan. Nasabah hanya diwajibkan mengembalikan pinjaman pokok saja pada saat jatuh tempo sesuai dengan kesepakatan dengan membayar biaya-biaya administrasi yang diperlukan (seperti : bea materai, biaya notaris)
2.1.6 
Kegiatan Operasional Bank Syariah

Kegiatan operasional Bank syariah pada dasarnya menggunakan prinsip syariah seperti yang tertuang dalam Kerangka dasar Penyusunan Penyajian laporan Keuangan Bank Syariah yang dikeluarkan Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI), antara lain sebagai berikut :

1. Manajer investasi yang mengelola investasi atas dana nasabah dengan menggunakan akad Mudharabah atau sebagai agen investasi;
2. Investor yang menginvestasikan dana yang dimilikinya maupun dana nasabahnya, dipercayakan kepadanya dengan menggunakan alat investasi yang sesuai dengan prinsip syariah dan membagi hasil yang diperoleh sesuai nisbah yang disepakati antara bank dan pemilik dana.

3. Pengemban fungsi sosial berupa pengelolaaan dana zakat, infaq, shadaqah, serta pinjaman kebajikan (qardhul hasan) sesuai ketentuan yang berlaku.

2.2 Sistem Pembiayaan Bank Syariah

2.2.1 Pengertian Pembiayaan Bank Syariah

Pembiayaan Berdasarkan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 ayat (12) adalah :

“ Pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil”


Berdasarkan definisi di atas dapat diartikan pula bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah merupakan penyaluran dana kepada masyarakat atau pihak yang memerlukan dana yang sama artinya dengan kredit pada bank konvensional. Dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pasal 1 ayat (11) disebutkan kredit adalah :

“ Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga” 


Dari kedua definisi tersebut dapat dikatakan bahwa secara praktis keduanya sama. Karena itu Bank Indonesia dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 menyertakan kredit dengan pembiayaan dengan prinsip syariah.
2.2.2 Jenis-jenis Pembiayaan Bank Syariah


Pembiayaan  merupakan salah satu tugas pokok pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan deficit unit. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi :

Pembiayaan Produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

Pembiayaan Konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan.

Menurut keperluannya, pembiayaan produktif dapat dibagi menjadi :

1. Pembiayaan Modal Kerja, yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan (1) peningkatan produksi, baik secara kuantitatif, yaitu jumlah hasil produksi, maupun kualitatif, yaitu peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi; dan (2) Untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.

2. Pembiayaan investasi, yaitu memenuhi kebutuhan barang-barang modal (capital goods) serta fasilitas-fasilitas yang erat kaitannya dengan itu.
2.2.2.1 Pembiayaan Modal Kerja

Unsur-unsur modal kerja terdiri dari komponen-komponen alat likuid. Bank syariah dapat membantu memenuhi seluruh kebutuhan modal kerja dengan menjalin hubungan partnership dengan nasabah dalam jangka waktu tertentu. Setelah jatuh tempo, nasabah mengembalikan jumlah dana beserta porsi hasil yang menjadi bagian bank.
1. Pembiayaan Likuiditas (Cash Financing)
Pembiayaan ini pada umumnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan yang timbul akibat terjadinya ketidaksesuaian (mismatched) antara cash inflow dan cash outflow pada perusahaan nasabah. Fasilitas yang biasanya diberikan oleh bank konvensional kredit rekening Koran. Bank syariah dapat menyediakan fasilitas semacam itu dalam bentuk qardh timbal balik atau yang disebut compensating balance. 
2. Pembiayaan Piutang (Receivable Fianancing)
a. Pembiayaan Piutang (Receivable Financing)

Bank memberikan pinjaman dana kepada nasabah untuk mengatasi kekurangan dana karena masih tertanam dalam piutang. Atas pinjamann itu bank meminta surat piutang atas tagihan tersebut sehingga bank dapat menagih langsung kepada pihak yang berhutang. Hasil penagihan digunakan untuk membayar kembali pinjaman nasabah. Bila ternyata piutang tersebut tidak tertagih, maka nasabah wajib membayar kembali pinjaman tersebut kepada bank.

b. Anjak Piutang (factoring)

Fasilitas ini diberikan oleh bank dalam bentuk pengambil alihan piutang nasabah. Nasabah mengeluarkan draft (wesel tagih) yang disepakati oleh pihak bank yang berhutang, kemudian di-endors oleh nasabah. Draft atau promes tersebut lalu dibeli oleh bank dengan diskon sebesar tingkat bunga. Bila pada saat jatuh tempo draft atau promes tersebut ternyata tidak tertagih, maka nasabah wajib membayar kepada bank sebesar nominal draft tersebut.

3. Pembiayaan Persediaan (Inventory Financing)


Pada bank konvensional dapat kita jumpai adanya kredit modal kerja yang dipergunakan untuk mendanai pengadaan persediaan (Inventori fianancing). Bank syariah mempunyai mekanisme tersendiri untuk pendanaan persediaan tersebut, yaitu antara lain dengan prinsip jual beli (al bai’) dalam dua tahap. Tahap pertama, bank mengadakan barang-barang yang dibutuhkan oleh nasabah. Tahap kedua ,bank menjual kepada nasabah pembeli dengan pembayaran tangguh dan dengan mengambil keuntungan yang disepakati bersama. Ada beberapa skema jual beli yang dipergunakan untuk meng-approach kebutuhan tersebut yaitu :

a. Bai al Murabahah,  yaitu pembiayaan persediaan dalam usaha produksi terdiri dari pengadaan bahan baku dan penolong.

b. Bai al Isthisna, yaitu pembiayaan bagi nasabah yang membutuhkan dana untuk proses produksi sampai menghasilkan barang jadi.
c. Bai as Salam, yaitu pembiayaan untuk produksi yang prosesnya tidak dapat diikuti, seperti produksi pertanian.melalui fasilitas ini, bank melakukan pemesanan barang kepada nasabah dengan pembayaran di muka secara sekaligus, dan nasabah berkewajiban mendeliver barang tesebut pada tanggal yang disepakati. Pada waktu yang bersamaan bank dapat mencari pembeli atas produk tersebut. Kombinasi ini disebut salam paralel.
4. Pembiayaan Modal Kerja untuk Perdagangan

a. Perdagangan umum, dimana perdagangan dilakukan dengan target pembeli umum yang datang membeli barang yang telah disediakan di tempat penjual sehingga pedagang harus mempertahankan jumlah persediaan yang cukup. Skema yang tepat untuk perdagangan jenis ini adalah skema mudharabah.

b. Perdagangan berdasarkan pesanan, pembeli hanya akan membayar apabila barang-barang yang dipesan telah diterimanya. Pada bank syariah yaitu dengan menggunakan skema al wakalah, al muyarakah, al mudharabah, ataupun al. murabahah.
2.2.2.2 Pembiayaan Investasi

Pembiayaan investasi diberikan kepada para nasabah untuk keperluan investasi, yaitu keperluan penambahan modal guna mengadakan rehabilitasi, perluasan usaha, ataupun pendirian proyek baru. Pada umumnya, pembiayaan investasi diberikan dalam jumlah besar dan pengendapannya cukup lama sehingga perlu disusun proyeksi arus kas (Projected cash flow) yang mencakup semua biaya dan pengendapan untuk mengetahui berapa dana yang tersedia setelah semua kewajiban terpenuhi..Kemudian, baru disusun jadwal amortisasi yang merupakan angsuran (pembayaran kembali) pembiayaan.

Melihat luasnya aspek yang harus dikelola dan dipantau, maka untuk pembiayaan investasi bank syariah menggunakan skema musyarakah. Bank memberikan pembiayaan dengan prinsip penyertaan, dan secara bertahap bank melepaskan penyertaan agar pemilik perusahaan mengambil alih kembali kepemilikan bank. Skema lain yang ditawarkan bank adalah al ijarah al muntahia bitamlik, yaitu menyewakan barng modal dengan opsi diakhiri dengan pemilikan.
2.2.2.3 Pembiayaan Konsumtif
Pembiayaan konsumtif diperlukan oleh pengguna untuk memenuhi kebutuhan konsumsi. Bank syariah dapat menyediakan pembiayaan komersil untuk pemenuhan kebutuhan barang konsumsi dengan menggunakan skema al bai’ bitsaman atau jual beli dengan angsuran, al ijarah al muntahia bittamlik atau sewa beli, al musyarakah, dimana secara bertahap bank menurunkan jumlah partisipasinya, dan ar rahn (jaminan) untuk memenuhi kebutuhan jasa.
Pembiayaan konsumtif lazim digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sekunder. Namun apabila ada nasabah belum mampu memenuhi kebutuhan pokoknya (fakir atau miskin), ia wajib diberikan zakat atau shadaqah, atau diberikan pinjaman kebajikan (al qarsh al hasan), yaitu pinjaman dengan kewajiban pengembalian pokoknya saja, tanpa imbalan apa pun.

2.2.2.4 Pertimbangan Penyaluran Dana
Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, bank wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan perjanjian. Mengingat hal tersebut diatas dan adanya prinsip kehati-hatian dalam pengelolaan bank serta adanya resiko yang selalu melekat dalam penyaluarn dana, maka sebelum kredit atau pembiayaan disalurkan bank selalu ingin mengetahui segala sesuatu tentang kemampuan dan kemauan nasabah debiturnya untuk mengembalikan dana yang telah diberikan oleh bank. Hal-hal yang selalu ingin diketahui bank sebelum menyalurkan dananya dalam bentuk kredit maupun pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah adalah:
1. Perizinan dan Legalitas
Bank tidak ingin menanggung risiko yang besar apabila setelah dana digunakan oleh nasabah debitur, lalu dikemudian hari, sebelum nasabah mampu memenuhi kewajibannya kepada bank, kegiatan atau usaha nasabah tidak dapat dilanjutkan karena tidak sah secara yuridis. Terhentinya usaha nasabah akan menyebabkan hilang atau berkurangnya kemampuan nasabah untuk mengembalikan dana yang telah diterima dari bank, sehingga kredit atau pembiayaan tersebut menjadi kredit atau pembiayaan bermasalah. Bentuk-bentuk perijinan dan aspek legalitas yang harus dipenuhi debitur sangat bervariasi tergantung pada bidang kegiatan atau usaha nasabah. Perijinan dan aspek legalitas tersebut antar lain : Izin Mendirikan  Bangunan (IMB), Angka Pengenal Ekspor Terbatas, Surat Izin Tempat Usaha Jasa Konstruksi, Sertifikat Tanah dan Tanda Daftar Perusahaan.
2. Karakter
Karakter nasabah sulit sekali untuk diidentifikasikan, karena penampilan dan profesi tidak selalu dengan konsisten mencerminkan karakter seseorang. Untuk menilai karakter suatu nasabah dan meramalkan perilakunya di masa yang akan datang, bank hanya dapat menggunakan beberapa indikator. Indikator tersebut antar lain adalah profesi, penampilan, lingkungan sosial, pengalaman dan tindakan atau perilaku di masa lalu. Meski bank telah berusaha untuk memilih hanya nasabah yang diramalkan akan berperilaku tidak merugikan bank, namun tidak tertutup kemungkinan di kemudian hari nasabah berperilaku berbeda.
3. Pengalamam Manajemen

Pengalaman dan manajemen nasabah sangat mempengaruhi kemampuan nasabah untuk mengelola kegiatannya sehingga dapat menghasilkan dana untuk membayar kewajibannya kepada bank. Pengalaman yang tidak sesuai dengan bidang kegiatan yang akan dijalankan akan mengurangi kinerja usaha nasabah. Manajemen atas usaha nasabah yang tidak sesuai dengan kebutuhan juga akan mengurangi kinerja nasabah.

4. Kemampuan Tekhnis

Kemampuan tekhnis nasabah menyangkut faktor yang dapat mendukung kelancaran kegiatan usaha nasabah secara tekhnis. Tersedianya bahan baku, adanya tenaga ahli, ketersediaan tenaga kerja yang sesuai kebutuhan,dan tingkat penguasaan tekhnologi merupakan contoh faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kemampuan teknis nasabah dalam menjalankan kegiatannya.
5. Pemasaran
Bagi  kegiatan nasabah yang memerlukan pemasaran atas suatu poduk, kegiatannya harus didukung oleh perencanaan pemasaran yang matang dan wajar. Apabila tidak berhasil menjual produknya, nasabah akan mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya kepada pihak bank. Adakalanya nasabah memerlukan seorang konsultan untuk membuat perencanaan yang teliti dan komprehensif.

6. Sosial

Keberadaan kegiatan yang dibiayai oleh bank sedikit banyak pasti membaca dampak tertentu terhadap masyarakat. Dampak tersebut sebagai sesuatu yang disukai oleh masyarakat, atau tidak disukai oleh masyarakat, dan bisa juga keduanya terjadi bersamaan. Pihak bank harus ekstra hati-hati apabila dampak yang ditimbulkan adalah sesuatu yang tidak disukai oleh mayarakat, terutama apabila ketidaksukaan tersebut dapat menyebabkan terganggunya usaha nasabah di masa yang akan datang. 

7. Keuangan
Sehat dan tidak sehatnya usaha nasabah dapat dilihat salah satunya melalui keadaan keuangan, hal tersebut dapat dilihat dari laporan keuangan. Dari laporan keuangan ini, pihak bank bisa mengetahui tingkat keuntungan, jumlah dana yang diperlukan, waktu tambahan dana diperlukan, kemampuan nasabah untuk memenuhi kewajiban kepada  bank, permasalahan teknis dan pemasaran yang dihadapi, kemampuan untuk memenuhi kewajiban finansial kepada pihak ketiga, efisiensi alokasi dana dalam berbagai macam bentuk aktiva dan lain-lain.

2.3 Loan to Deposit Ratio (LDR)

2.3.1 Pengertian Loan to Deposit Ratio (LDR)
Bank Indonesia menetapkan Loan to Deposit Ratio (LDR) yaitu merupakan perbandingan antara pembiayaan yang diberikan dengan besarnya modal sendiri dan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun bank. Berdasarkan ketentuan terutang dalam Surat Edaran Bank Indonesia No. 26/5/BPP tanggal 29 Mei 1993, besarnya Loan to Deposit Ratio ditetapkan oleh Bank Indonesia tidak boleh melebihi 110%. Larangan ini dimaksudkan agar bank syariah tidak dapat begitu saja melakukan ekspansi pembiayaan dengan hanya bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, dalam hal ini bagi bank syariah profit/keuntungan yang diperoleh bank berorientasi pada manfaat.

Menurut Teguh Pudjo M. (1992:68) mengemukakan pengertian tentang Loan to Deposit Ratio yaitu :

“Loan to Deposit Ratio atau Banking Ratio adalah perbandingan total loan dengan total deposit, dimana total deposit meliputi giro (demand deposit), tabungan (saving deposit), dan deposito berjangka (time deposit)”

Sedangkan menurut Lukman Dendawijaya   mengungkapkan pengertian LDR yaitu :

“Loan to deposit ratio (LDR) adalah rasio antara jumlah kredit yang diberikan bank dengan dana yang diterima oleh bank”. (2005:116)


Loan to Deposit Ratio (LDR) umumnya digunakan untuk mengukur tingkat likuiditas sebuah bank, rasio ini juga menunjukkan seberapa jauh kemampuan bank dalam membayar kembali penarikan dana yang dilakukan deposan dengan mengandalkan kredit yang diberikan sebagai sumber likuiditasnya. LDR menurut Teguh P Mulyono (1995:130) bahwa rasio ini mempunyai peranan penting sebagai indikator yang menunjukkan tingkat ekspansi kredit yang dilakukan bank, sehingga LDR dapat juga dipergunakan untuk mengukur berjalan atau tidaknya suatu fungsi intermediasi dari bank.
Semakin tinggi rasio LDR semakin rendah kemampuan likuiditas bank,  angka rasio tinggi menunjukkan bahwa deposito masyarakat yang ditanam pada pinjaman semakin besar. Padahal pinjaman bukanlah merupakan aktiva yang likuid. Bila sewaktu-waktu nasabah hendak menguangkan dana depositonya, maka bisa jadi penyimpan dana tidak bisa segera menguangkan rekening simpanannya, karena dananya tertanam ke dalam pinjaman yang belum jatuh tempo. sedangkan definisi likuditas bank yang dikemukakan oleh Oliver G Word Dan Robert J Porter yang dikutip Siamat, Dahlan menyatakan (2001:53) disebutkan bahwa “Likuiditas adalah kemampuan bank untuk memenuhi semua penarikan dana oleh nasabah, kewajiban yang telah jatuh tempo dan memenuhi permintaan kredit tanpa ada penundaan”.

Sebenarnya tidak terdapat angka yang pasti untuk menentukan besarnya rasio yang menggambarkan tingkat likuiditas bank. Besarnya hasil rasio yang diperoleh bank digunakan untuk mengetahui seberapa besar pinjaman yang dibiayai oleh dana masyarakat pada bank yang bersangkutan.

Angka Loan to Deposit Ratio (LDR) yang rendah menunjukkan tingkat ekspansi kredit yang rendah dibandingkan dana yang diterima maka dapat diketahui bahwa bank masih jauh maksimal dalam melaksanakan fungsi intermediasi dimana standar besar tingkat LDR yang optimal adalah 85% - 110% (Info Bank, Juli:2001).


Loan to Deposit Ratio (LDR) dapat dipergunakan untuk menilai strategi manajemen suatu bank. Manajemen bank yang konservatif cenderung memiliki LDR yang relatif rendah, sebaliknya manajemen bank yang agresif memiliki LDR yang tinggi.


Bank Indonesia menetapkan komponen-komponen yang diusulkan ke dalam penghitungan LDR melalui Surat Edaran Bank Indonesia N0. 30/2/UPPB tanggal 30 April 1997, disebutkan bahwa yang termasuk ke dalam komponen dana yang diterima meliputi :

1. Kredit likuiditas Bank Indonesia;
2. Giro, deposito dan tabungan masyarakat;
3. Pinjaman bukan dari bank yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan dan termasuk penjaman subordinasi;
4. Deposito dan pinjaman dari bank lain yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan;
5. Surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang berjangka waktu lebih dari tiga bulan;
6. Modal inti;
7. Modal Pinjaman. (1997:10)

2.3.2 Perhitungan LDR

Menurut Teguh P Mulyono (1995:130), LDR diformulasikan sebagai berikut :

a. Jumlah kredit yang diberikan dalam arti kredit yang telah direalisir/dicairkan, tetapi tidak termasuk kredit yang diberikan kepada bank lain. 
b. Dana pihak ketiga meliputi giro, tabungan, deposito tetapi tidak termasuk giro dan deposito antar bank. 
c. Modal yang dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia terdiri atas modal disetor pemilik bank, agio saham, berbagai cadangan, laba ditahan, dan laba tahun berjalan
2.3.3 Perhitungan LDR pada Perbankan Syariah

Perumusan LDR perbankan syariah sebenarnya tidak ada perbedaan yang berarti karena pada dasarnya sama hanya dalam prinsip syariah tidak ada istilah kredit, maka kredit dikonversi menjadi pembiayaan, sehingga didapat formula baru yaitu :

Rasio ini lebih mendekati sifat dari kegiatan bank yang murni, semakin besarnya penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan dalam prinsip syariah dibandingkan dengan deposito atau simpanan masyarakat dalam suatu bank membawa konsekuensi semakin besarnya risiko yang ditanggung bank yang bersangkutan.

Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia dalam (2000:58) menyebutkan bahwa : 
a. Pembiayaan adalah penyaluran dana kepada masyarakat berdasarkan prinsip syariah dengan konsep mudharabah, musyarakah, murabahah
b. Modal, adalah dana yang berasal dari pemilik bank, modal ini akan digunakan terutama untuk kegiatan operasional bank dan investasi bank itu sendiri pada sektor-sektor yang dibenarkan menurut syariat.
c. Dana pihak ketiga, untuk menjalankan fungsi bank sebagai penghimpun dana masyarakat, bank syariah pun dapat menghimpun dana pihak ketiga dari masyarakat. Produk-produk penghimpunana dana tersebut adalah wadiah dan mudharabah.

2.4 Profitabilitas Bank

2.4.1 Pengertian Profitabilitas

Tingkat keuntungan yang dihasilkan bank dikenal dengan istilah Profitabilitas merupakan pengukuran mengenai kemampuan bank untuk menghasilkan laba dari asset yang digunakan. Profitabilitas merupakan hasil bersih yang diperoleh dari serangkaian kebijakan dan keputusan. Dengan demikian, profitabilitas dapat digunakan sebagai salah satu alat untuk mengevaluasi kinerja bank.
Teguh P Mulyono (1995 : 132) mengatakan bahwa :

“ Dalam analisa profitabilitas akan dicari hubungan timbal balik baik antara pos-pos yang ada dalam income statement itu sendiri maupun hubungan timbal balik dengan pos-pos yang ada dalam neraca bank untuk mendapat berbagai indikasi yang berguna dalam mengukur efisiensi dan profitabilitas bank bersangkutan”
Profitabilitas didefinisikan oleh Niswenger sebagai berikut :“Profitabilitas adalan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba”.(2000:99)
2.4.2 Perhitungan Profitabilitas

Teguh P Mulyono (1995:132) mengatakan bahwa  ada beberapa tekhnik analisa profitabilitas, antara lain :

1. Gross Profit Margin, yaitu tekhnik analisa profitabiltas yang digunakan untuk mengetahui persentase dari laba atas kegiatan usaha yang murni dari bank yang bersangkutan sebelum dikurangi dengan biaya-biaya personil, biaya kantor dan biaya overhead lainnya. Adapaun rumus menghitungnya  adalah  :


2. Net Profit Margin, yaitu analisa profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan bank yang bersangkutan dalam menghasilkan net income dari kegiatan operasi pokok bagi bank yang bersangkutan. Adapun rumusnya adalah :


3. Return On Equity Capital, yaitu tekhnik analisa profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengelola capital yang tersedia untuk mendapatkan net income. Adapun rumusnya adalah :


4. Return On Total Asset (ROA), yaitu tekhnik analisa profitabilitas yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen dalam menghasilkan pendapatan bagi bank dari pengelolaan asset yang dipercayakan pada manajemen yang bersangkutan. Adapun rumus untuk menghitungnya ada beberapa cara, yaitu :

a. Gross Yield On Total Assets


b. Gross Profit on Total Assets, yaitu merupakan pengembangan dari rumus 4.a dimana untuk mengukur kemampuan manajemen dalam meningkatkan pendapatan bank sekaligus untuk mengukur kemampuan manajemen dalam mengendalikan biaya-biaya (expenses). Rumusnya adalah :


c. Net Income on Total Assets, yaitu digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen bank dalam memperoleh profit  dan  managerial efficiency secara keseluruhan. Adapun rumusnya adalah :

Dari beberapa rumus perhitungan profitabilitas bank diatas, yang paling banyak digunakan adalah ROA. Berdasarkan perhitungan sebelum pajak, maka ROA dapat dirumuskan sebagai berikut :

Moh. Tjoekam mendefinisikan ROA sebagai berikut :

“ ROA merupakan ukuran kemampuan manajemen bank, sejauh mana manajemen menjalankan operasional bank secara efisien dan efektif dalam menggunakan sumber-sumber (resources) untuk mengembangkan usaha yang menciptakan pendapatan bank secara optimal ”(1999:74)
2.4.3 Profitabilitas pada Perbankan Syariah

Perumusan profitabilitas pada bank umum ataupun Bank syariah pada dasarnya sama, yang membedakan hanya unsur-unsur yang terkandung dalam laporan rugi laba bank syariah, seperti :

· Sumber pendapatan Bank Syariah terdiri dari :
1. Bagi hasil atas kontrak mudharabah dan musyarakah;
2. Keuntungan atas kontrak jualbeli (al bai);
3. Hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah wa iqtiqna; dan

4. Fee dan biaya administrsi atas jasa-jasa lainnya.
· Beban operasional Bank Syariah terdiri dari :

1. Beban imbalan bonus dan bagi hasil

2. Beban overhead yang terdiri dari :

· Beban umum dan administrasi

· Beban personalia

· Beban penyusutan aktiva tetap

· Beban penyisihan cadangan aktiva produktif
2.5 Pengaruh  Loan to Deposit Ratio terhadap Profitabilitas pada Bank Syariah
 
Tim Pengembangan Perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia (2003:264), menyebutkan bahwa, dalam sistem perekonomian Islam masalah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan pada awal terjadinya kontrak kerja sama (akad), dimana yang ditentukan adalah porsi masing-masing pihak, misalkan 40:60 yang berarti bahwa hasil usaha yang diperoleh akan didistribusikan sebesar 40% bagi pemilik dana (shahibul maal) dan 60% bagi pengelola dana (mudharib).
Mekanisme perhitungan bagi hasil ini terdiri dari dua sistem :

· Profit sharing. Adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil net dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan unutk memperoleh pendapatan tesebut.

· Revenue sharing. Adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Apabila suatu bank menggunakan sistem profit sharing dimana bagi hasil dihitung dari pendapatan netto setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para sahibul maal akan semakin kecil, tentunya akan mempunyai dampak signifikan apabila ternyata secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan. 

Akan tetapi apabila bank tetap ingin mempertahankan sistem profit sharing  tersebut dalam perhitungan bagi hasil mereka, maka jalan satu-satunya untuk menghindari resiko-resiko tersebut di atas adalah dengan cara bank harus mengalokasikan sebagian dari porsi bagi hasil yang mereka terima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana. Dengan kata lain bank akan mengurangi hasil yang akan diterima oleh masyarakat (deposan).

Sementara di lain pihak apabila bank menggunakan sistem perhitungan bagi hasil berdasarkan revenue sharing dimana bagi hasil yang akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi dengan biaya-biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku. Kondisi ini akan mempengaruhi para pemilik dana untuk mengarahkan investasinya kepada bank syariah yang nyatanya justru mampu memberikan hasil yang optimal, dan pada bank syariah. Pertumbuhan dana pihak ketiga dengan cepat harus mampu diimbangi dengan penyalurannya dalam berbagai bentuk produk aset yang menarik, layak dan mampu memberikan tingkat profitabilitas yang maksimal bagi pemilik dana dan bank Syariah.
Dalam aplikasi perbankan Syariah pada umumnya bank dapat menggunakan sistem Profit sharing maupun revenue sharing tergantung kepada kebijakan masing-masing bank untuk memilih salah satu dari sistem yang ada. Bank-bank syariah yang ada di Indonesia saat ini semuanya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar revenue sharing untuk mendistribusikan bagi hasil kepada para pemilik dana (deposan).
Seperti telah disebutkan sebelumnya LDR adalah rasio yang menggambarkan penyaluran pembiayaan dengan menggunakan sumber dana yang ada. Menurut Simorangkir berdasarkan laporan-laporan keuangan dari bank-bank dan juga literatur-literatur, pendapatan bunga dari kredit yang diberikan merupakan unsur atau komponen pendapatan yang paling besar. Hasil yang diterima sektar 75% berasal dari pendapatan bunga kredit. Sedangkan, sisanya yang 25% berasal dari pendapatan jasa lainnya (2000:153). Hal ini mudah dimengerti karena usaha utama bank adalah menyalurkan pembiayaan. 
Dari pembiayaan yang diberikan, bank juga memperoleh pendapatan administrasi kredit. Yang berarti imbalan yang diterima/dibayar sehubungan dengan fasilitas yang diberikan/diterima. Selain itu, penyaluran pembiayaan memberikan spread  yang pasti sehingga besarnya pendapatan dapat diperkirakan. Oleh karena itu profitabilitas bank sangat dipengaruhi oleh besarnya penyaluran pembiayaan tersebut. Semakin tinggi pembiayaan yang diberikan/semakin tinggi LDR suatu bank maka profitabilitas bank tersebut akan semakin tinggi dan sebaliknya semakin rendah pembiayaan yang diberikan/semakin rendah LDR suatu bank maka profitabilitas bank tersebut akan semakin rendah.
Menurut Lukman Dendawijaya (2005:116) menyatakan semakin tinggi rasio tersebut memberikan indikasi semakin rendahnya kemampuan likuiditas bank yang bersangkutan, hal ini disebabkan karena jumlah dana yang diperlukan untuk membiayai kredit yang semakin besar.

Mengingat laba utama bank sumbernya dari pembiayaan yang diberikan maka pengelolaan pembiayaan harus dilakukan dengan hati-hati, karena kegagalan/kesalahan dalam mengelola pembiyaan bagi bank berpengaruh terhadap bagian terbesar pendapatan yang pada akhirnya akan mempengaruhi profitabilitasn bank.
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